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ARTICLE

INEO ABSTRACT

Keywords The purpose of this study was to analyze the implementation of the

Implementation, Policy, motor vehicle tax administration sanction elimination policy in an

Elimination of Motor Vehicle effort to increase local tax revenues at the Cibinong SAMSAT office

Tax Administration Sanctions in Bogor in 2021 and to find out the inhibiting factors and efforts of
the West Java provincial government in overcoming the problems in
the implementation of the motor vehicle tax administration sanction
elimination policy in an effort to increase local tax revenues at the
Cibinong SAMSAT office Bogor in 2021. This study used a
qualitative approach with a descriptive type and data collection
techniques in the form of interviewing informants to obtain primary
data and documentation to obtain secondary data. The results of this
study indicate that based on the data on the number of motorized
vehicle taxpayers and data on income recapitulation or motor
vehicle tax revenue in 2016-2021, the contribution of the policy of
eliminating motor vehicle tax administrative sanctions to the
regional tax revenues in 2021 at the Cibinong SAMSAT office in
Bogor has fluctuated. Collaboration has been carried out by the
Cibinong SAMSAT office in Bogor and several related agencies such
as the police, Jasa Raharja, PUSDATIN (Data and Informatics
Center), and the Information and Statistics Communications and
Statistics Sub-dept, to campaign for policies to eliminate motor
vehicle tax administration sanctions. Installation of banners and
campaigns in print and internet media have also also carried out to
build public awareness. However, there are still obstacles such as
the lack of adequate facilities and infrastructure to reach a very
wide area with a large number of taxpayers

PENDAHULUAN

Dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pemerintah memberikan
penghapusan untuk kendaran bermotor terutang, yang mana masyarakat mengenal penghapusan
sanksi administrasi pajak kendaraan dengan istilah “penghapusan”. Kebijakan pemutihan jatuh
tempo pada tahun pajak 2016-2020. Program pemutihan ini berlaku untuk penghapusan denda
pajak kendaraan, sehingga pemilik kendaraan hanya akan membayar pajak pokok saja. Selain itu
ada diskon satu tahun jika tunggakan pajak mencapai lima tahun.

Untuk wilayah Kota Bogor ketentuan pemutihan pajak sudah diatur dalam Peraturan Gubernur
Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan
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Bermotor (BBNKB) atas Penyerahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya
Tahun 2019 serta Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pemberian Keringanan
Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah. Kebijakan pemutihan ini
dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama yang termasuk dalam
objek pajak kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, agar bisa menghidupkan
kembali objek pajak yang selama ini tidak aktif serta menertibkan data kepemilikan kendaraan
secara administratif. Selain itu juga kebijakan ini dikeluarkan karena untuk mengejar target
penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Cibinong
Bogor Tahun 2016-2021

No | Tahun Target Realisasi Pendapatan Persentase
Denda
1 | 2016 | 455.450.000.000 | 477.475.674.700 17.013.369.600 | 104,84%
2 | 2017 | 492.016.000.000 | 526.243.190.750 25.966.728.300 | 106,96%
3 | 2018 | 583.072.000.000 | 623.539.206.900 27.117.108.600 |  106,94%
4 | 2019 | 662.029.000.000 | 690.470.279.500 28.864.243.700 | 104,30%
5 | 2020 | 934.612.594.000 | 632.690.426.800 5.561.457.750 67,70%
6 | 2021 | 663.966.721.000 | 696.677.529.500 18.358.824.800 | 104,93%

Sumber: Staf Samsat Cibinong Bogor, 2022 (diolah oleh penulis)

Dari Tabel 1.2 terlihat bahwa persentase penerimaan PKB di Kantor Samsat Cibinong dari
tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, tetapi tidak ada peningkatan persentase
yang cukup signifikan. Akan tetapi pada tahun 2019 persentase pendapatan mulai menurun sekitar
2,64%, dan menurun drastis pada tahun 2020 sebesar 67,70%..Tetapi pada tahun 2021 mengalami
kenaikan cukup baik sekitar 104,93% .

Untuk meningkatkan target penerimaan pajak PKB dan menggiatkan kewajiban membayar
pajak, pemerintah menerapkan sanksi administrasi kepada wajib pajak yang menunda kewajiban
pajaknya. Dengan adanya sanksi ini diharapkan masyarakat menjadi lebih tertib lagi dalam
membayar pajak, di mana sanksi perpajakan menjadi jaminan bahwa peraturan perpajakan akan
dipatuhi (Sudiarto, 2020). Selain memberikan sanksi pajak, pemerintah juga mengeluarkan
kebijakan penghapusan pajak PKB, untuk meringankan wajib pajak (Ekasari dan Akbari, 2017).
Walaupun kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak ini sudah diterapkan, akan tetapi
masyarakat kurang responsive menyambut kebijakan ini.

Dengan adanya kebijakan penghapusan sanksi admnistratif pajak PKB ini, pemerintah
berharap akan memberi kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan PKB. Fenomena yang
penulis temukan yaitu jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami
fluktuasi yang mengakibatkan jumlah tunggakan serta denda yang seharusnya diterima oleh
pemerintah Jawa Barat khususnya di kantor Samsat Cibinong Bogor juga mengalami fluktuasi. Hal
inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengetahui dan membahas tentang Pajak Kendaraan
Bermotor yang lebih mengarah ke masa penghapusan pajak kendaraan bermotor dengan
mengambil judul “Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Kendaraan Bermotor dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada
Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021.”
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KAJIAN PUSTAKA

1. Pajak : pajak adalah pembayaran setiap warga negara kepada negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang dapat dipaksakan, tanpa memperoleh balas jasa secara
langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran negara dan sedapat mungkin untuk kemakmuran
rakyat secara keseluruhan.

2. Administrasi Publik : Menurut Maksudi Adminitrasi Publik merupakan proses Kerjasama
kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam melayani, memimpin, mengatur
atau mengelola dan mengurus suatu usaha.

3. Adminitrasi Perpajakan : Menurut Latifah Adminitrasi Perpajakan merupak suatu perubahan
system adminitrasi perpajaka dalam hal manajemen sangat penting dan produktif dalam
memenuhi harapan banyak pihak ,maka Menurut Rahayu system modern adminitrasi
perpajakan yang merupakan proses reformasi di bidang adminitrasi perpajakan yang dilakukan
secara komprehensif dan meliputi beberapa aspek teknologi informasi, yaitu: perangkat lunak,
perangkat keras, dan sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mencapai Kkinerja dan
produktivitas kepatuhan pajak, dengan harapan dapat mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN).

4. Pajak Daerah : Pajak Daerah Merupakan pembayaran wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau perusahaan yang bersifat memaksa menurut undang- undang dengan tidak
menerima langsung ketidakseimbangan dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

5. Pajak Kendaraan Bermotor : Menurut Saidi Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu
jenis pajak provinsi. Dalam arti pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat
objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau
penguasaan wajib pajak.

6. Implementasi Kebijakan Publik : Implementasi kebijakan dalam penelitian ini merupakan
proses pengukurandalam penelitian dan pengguanaan teori yang diambil sama peneliti.

7. Penerimaan Pajak : Menurut Pohan dan Rahayu Penerimaan Pajak Merupakan Sumber
Utama Keungan Negara yang terbesar untuk dana APBD dan penerimaan pajak sebagai
pungutan pajak yang diklasifikasikan pada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, retribusi
daerah, dan penerimaan lain bukan pajak.

8. Sanksi Perpajakan : Menurut Mardiasmo Sanksi perpajakan diterapkan untuk memastikan
bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tax norma) dipatuhi. Tujuan
dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan penghapusan
sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak
daerah di kantor samsat cibinong bogor tahun 2021.Penelitian ini dilaksanakan di Kantor
SAMSAT Cibinong Bogor.Hasil dari penelitian ini dapat menunjukan apakah implemntasi
kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor sudah efektif atau belum
dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor.

Kerangka Pemikiran
Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak
kendaraan bermotor tahun 2021 sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak daerah di Kantor

Samsat Cibinong Bogor, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.
Pelaksanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan

629 | NURANIS SITI RAHAYU, Licke Bieattant



Jurnal llmu Administrasi Publik Vol 2, No.6, September 2022 pp.627-639  E ISSN : 2775-5053

berpengaruh satu dan yang lain mengacu kepada Teori Kebijakan Edward Ill, dengan indikator
sebagai berikut.

1.

Indikator pertama ialah komunikasi (Comunication). Komunikasi (Comunication), menurutnya
sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang
akan mereka kerjakan Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila
komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan
impelementasi harus ditansmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang
tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.
Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para
implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan
diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur
keberhasilan variabel komunikasi yaitu : Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan
dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam
penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication). b) Kejelasan;
komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street- level- bureuarats)haruslah
jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak
selalu mengahalangi impelementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan
fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru
akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c)
Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten
dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-
ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Indikator kedua adalah sumber daya (Resources). Sumber daya (Resources) merupakan hal
penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan, Indikator sumber daya terdiri dari
beberapa elemen, yaitu: a) Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan dalah staf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh
karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan
staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu
sendiri. b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu
pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus
mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi
mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang
telah ditetapkan. Implementer harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. c) Wewenang; pada umumnya
kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak
terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam
konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam
melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyurut manakala wewenang
diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan
kelompoknya. d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi
kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus
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dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas
pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

3. Indikator ketiga deposisi (Disposition) adalah Hal-hal penting yang perlu dicermati pada
variabel disposisi, menurut Goerge C.Edward Il (dalam Agustino), adalah : a. Pengangkatan
birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata
terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan
personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan
yang telah ditetapkan. b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang
disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan
memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan
mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi
tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan
melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan
pribadi(self interst) atau organisasi.

4. Indikator keempat ialah struktur birokrasi (Bureaucratic Structure).
Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya
untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa
yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan,
kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena
terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut
adanya kerjasama banyak orang, ketika stuktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang
tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan
menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat
mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi
dengan baik.Dua karakteristik, menurut Edward Il1, yang dapat mendongkrak kinerja struktur
birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan : a) Standar Operating
Prosedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau
pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan- kegiatannya setiap
hari sesuai dengan standar yang ditetapkan atau standar minimum yang dibutuhkan dan b)
Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-
aktivitas pegawai diantara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2019)
riset kualitatif adalah proses pencarian untuk memahami pentingnya perilaku individu dan
kelompok, serta kemampuan untuk mendefinisikan tantangan sosial dan kemanusiaan. Moleong
(2017: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai “penelitian yang bertujuan untuk memahami
fenomena seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan
cara uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks khusus yang bersifat alamiah.
dengan memanfaatkan berbagai cara alami.” Hendryadi, dkk. (2019:218) mendefinisikan penelitian
kualitatif sebagai "suatu proses penyelidikan naturalistik yang mencari pengetahuan mendalam
tentang pengalaman fenomena sosial."
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Data Sekunder yang peneliti dapatkan berupa data jumlah wajib pajak kendaran dan realisasi
pendapatan atau penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor.

Tabel IV.2
Data Jumlah Wajib Pajak Kendaran Bermotor di Kantor SAMSAT Cibinong Bogor
Tahun 2016-2021

No | Tahun Jumlah Wajib Wajib Pajak Persentase
Pajak Efektik
1 2016 1.503.586 783.477 52,11%
2 2017 1.464.365 815.198 55,67%
3 2018 1.822.600 1.120.282 61,47%
4 2019 1.608.457 916.676 56,91%
5 2020 1.625.896 843.364 51,87%
6 2021 1.641.604 894.752 54,51%

Sumber Data : Samsat Cibinong Bogor (diolah oleh penulis)

Berdasarkan Tabel [1V.2 menunjukkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan bermotor di
Kantor Samsat Cibinong periode 2016-2021. Dari data tersebut terlihat jumlah wajib pajak
mengalami penurunan pada tahun 2017  menjadi 1.464.365 (wajib pajak efektif 783.477) dari
1.503.586 pada 2016 (wajib pajak efektif 815.198). Kemudian pada 2018 terjadi peningkatan
cukup signifikan menjadi 1.822.600 (wajib pajak efektif 1.120.282). Pada 2019 terjadi penurunan
kembali menjadi 1.608.457 (wajib pajak efektif 916.676), dan pada 2020 mengalami kenaikan
kembali menjadi 1.625.896 dengan jumlah wajib pajak efektif 843.364 orang dan pada tahun 2021
mengalami kenaikan kembali menjadi 1.641.604 (wajib pajak efektif 894.752) dilihat dari data
diatas bahwa jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sejak adanya kebijakan penghapusan sanksi
adminitrasi pajak kendaraan bermotor mengalami fluktasi (turun naik) atau tidak stabil .

Pembahasan

1. Analisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak Kendaraan
Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dikantor SAMSAT
Cibinong Bogor Tahun 2021.

Dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Pajak
Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Dikantor
SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021,peneliti menggunakan 4 dimensi dari teori Edward 111
untuk mengukur suatu keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu Dimensi
Komunikasi,Sumber Daya,Disposisi ,Stuktur Birokrasi.

2. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi administrasi
pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah di

Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021.

1) Hambatan Internal
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a.

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan oleh SAMSAT Cibinong Bogor belum maksimal
karena jangkauan wilayah yang sangat luas dan wajib pajak yang begitu banyak
(padat) merupakan hambatan pada SAMSAT Cibinong Bogor.Seperti masih
banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui adanya informasi mengenai kebijakan
penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh
pemerintahan bogor.
Sumber Daya

Sumber Daya manusia yang ada di SAMSAT Cibinong Bogor sudah mencukupi
dengan adanya berbagai sarana dan prasarana yang ada di SAMSAT Cibinong Bogor
untuk menangai sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan
memperdayakan sumber daya yang ada walaupun masih tidak seimbang dengan
jumlah wajib pajak ada.
Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana di SAMSAT Cibinong Bogor sudah cukup
mendukung dengan adanya kebijakan penghapusan sanski adminitrasi pajak kendaraan
bermotor dan tidak menjadi suatu kendala di SAMSAT Cibinong Bogor.
Stuktur Birokrasi

Standar operasional prosedur di SAMSAT Cibinong Bogor sudah cukup baik
.Tetapi masih ada kendala tidak menjadi suatu kendala. Berdasarkan pernyataan dari
berbagai informan diatas mengenai Hambatan internal pada SAMSAT Cibinong
Bogor,dapat ditarik garis besar yang peneliti ambil yaitu Komunikasi,Sumber
Daya,Diposisi dan Stuktur Birokrasi yang dimiliki kantor SAMSAT Cibinong Bogor
dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan
bermotor belum cukup baik dikarenakan informasi tidak menjangkau seluruh wilayah
bogor yang cukup luas dan banyaknya wajib pajak diwilayah bogor yang terdaftar
sebagai wajib pajak kendaran bermotor terutama wajib pajak kendaraan bermotor roda
dua menjadi salah satu hambatan internal yang terjadi dikantor SAMSAT Cibinong
Bogor.

2) Hambatan Eksternal

Hambatan ekternal merupakan hambatan yang menjadi penghalang dalam

implementasi kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor di
kantor SAMSATCibinong Bogor dimana tidak sesuai dengan yang ditemukan yang berasal
dari luar organisasi yang bersangkutan.

a.

Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih kurang.

b. Pemahaman Wajib Pajak Masih Kurang

Ketidak pahaman wajib pajak menjadi faktor penghambat atau kendala dalam
pengimplementasian kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan pajak
kendaraan.

Kurangnya Pemahaman Dalam Penggunaan Aplikasi Terhadap Wajib Pajak

Kurangnya pemahaman terdapat penggunaan aplikasi yang sudah disedikan oleh
SAMSAT Cibinong Bogor yang dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran
pajak kendaraan bermotor ini dapat mempengaruhi dalam mencapai keberhasilan
implementasi kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor.
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3. Upaya pemerintahan daerah dalam mengatasi implementasi kebijakan penghapusan
sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan penerimaan pajak
daerah di Kantor Samsat Cibinong Bogor Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai program Penghapusan sanksi adminitrasi
pajak kendaraan bermotor upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Cibinong Bogor dalam
meningkatkan penerimaan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor.diantaranya :

1) Memberikan program penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor sehingga
meringankan wajib pajak yang telah telah membayar pajak,tetapi pemberlakuan
penghapusan pajak kendraan bermotor tergantung dari kebijakan gubernur dan bupati jawa
barat dalam memberikan masa program penghapusan sanksi adminnitrasi pajak tersebut.

2) Sosialisasi bersama instansi seperti kepolisian,jasa rahaja,PUSDATIN (Pusat Data dan
Informasi),Suku dinas komunikasi informatika dan statistik.Serta,memasang spanduk
melalui media cetak dan media social agar publik mengetahui.

3) Aplikasi Yang Memudahkan Wajib Pajak
Upaya dari hambatan ini adalah membuat standar adminitrasi perpajakan yang mudah
dipahami oleh wajib pajak dan mudah dijangkau sehingga bisa digunakan oleh wajib pajak
dan di aplikasikan oleh pemerintahan melalui Direktorat Jendral Pajak.Sehingga
mengurangi adanya menggunakan jasa calo dan wajib pajak dapat merasakan akan
kebijakan tersebut dan menjadikan salah satu dalam meningkatkan penerimaan pajak
daearah terutama pajak kendaraan bermotor. Masih banyak wajib pajak yang belum
mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut akan tetapi realisasi dalam
penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktasi (turun naik) dengan adanya
kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

1. Analisis Implementasi kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendraan bermotor
dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong Bogor
Tahun 2021 adalah dengan menggunakan implementasi komunikasi,sumber daya,disposisi dan
stuktur birokrasi. Implementasi cukup baik, wajib pajak kendaraan bermotor sebagian besar
sudah memfaatkan kebijakan tersebut.Tetapi dari segi sosialisasi masih kurang efektif
dikarenakan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah wajib yang begitu banyak sehingga
jumlah wajib pajak kendraan bermotor yang efektif mengalami fluktasi (turun naik) dikarena
masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui informasi mengenai kebijakan tersebut.

2. Faktor kendala dalam implementasi kebijakan penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan
bermotor dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah dikantor SAMSAT Cibinong
Bogor Tahun 2021 yaitu masih kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan penghapusan sanksi
adminitrasi pajak kendaraan bermotor dikantor SAMSAT Cibinong Bogor,dikarenakan
jangkauan luas wilayah yang cukup besar dan jumlah wajib pajak yang begitu banyak sehingga
menjadi salah satu factor kendala dalam melaksanakan kebijakan sanksi adminitrasi pajak
kendaraan bermotor dan dalam meningkatan penerimaman pajak daerah dikantor SAMSAT
Cibinong Bogor. Kurangnya kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar
pajak kendaraan dan kurangnya wajib pajak kendraan bermotor didalam mencari informasi-
informasi mengenai kebijakan pajak kendaraan bermotor yang diatur oleh pemerintahan

634 | NURANIS SITI RAHAYU, Licke Bieattant



Jurnal llmu Administrasi Publik Vol 2, No.6, September 2022 pp.627-639  E ISSN : 2775-5053

kabupaten bogor dan kurangnya pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor dalam
menggunakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintahan kabupaten bogor.

3. Upaya yang dilakukan untuk melakukan Implementasi kebijakan penghapusan sanksi
adminitrasi pajak kendraan bermotor dalam upaya meningktkatkan pendapatan pajak daerah
dikantor SAMSAT Cibinong Bogor Tahun 2021 vyaitu dengan memberikan program
penghapusan sanksi adminitrasi pajak kendaraan bermotor sehingga meringankan wajib pajak
yang telat dalam membayar pajak,tetapi pemberlakukan penghapusan pajak kendaraan
bermotor tergantung dari kebijakan Gubernur Dan Bupati Jawa Barat dalam memberikan masa
program penghapusan sanksi adminitrasi pajak tersebut.Sosialisasi besama instansi terkait
seperti kepolisisn,jasa raharja, PUSDATIN (Pusat Data dan Informasi) dan Suku Dinas
Komunikasi Informasi,dan statistik.Serta memasang spanduk melalui media cetak dan internet
agar publik mengetahui.Membuat aplikasi yang mudah dipahami dan dijangkau oleh wajib
pajak kendaraan bermotor sehingga dapat menjangkau informasi atau sosialisasi mengenai
kebijakan tersebut dan dapat mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor.
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